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ABSTRAK 

 

PENGAJUAN PERMOHONAN PENGURANGAN ANGSURAN PAJAK 

PENGHASILAN PASAL 25 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA 

BANGKINANG 

 

Oleh : 

REZKY APRIZA PUTRI 

NIM : 01770623517 

 

 

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang yang 

beralamat di Jl. Cut Nyak Dien No. 4 Pekanbaru, Riau. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui bagaimana proses pengajuan permohonan pengurangan 

angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Bangkinang. Penulis berupaya untuk memperoleh data-data yang terkait berupa : 

data primer dan data sekunder, selanjutnya data-data yang sudah diperoleh dengan 

analisis deskriptif, yaitu dengan membandingkan keadaan yang sebenanrnya terjadi 

dengan teori-teori yang relavan, guna memperoleh hasil yang sesuai terkait dengan 

Pengajuan Permohonan Pengurangan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Di 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang. Berdasarkan data penulis terkait 

penelitian ini, diperoleh hasil bahwa pengajuan permohonan pengurangan angsuran 

pajak penghasilan pasal 25 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang sesuai 

dengan teori-teori yang ada yang berkaitan dengan proses pengurangan angsuran 

pajak penghasilan pasal 25. 

 

Kata kunci : Pengurangan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 
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BAB I 

 PENDAHULUAN  

1.1  Latar Belakang 

Kita telah memasuki masa millennium dan akan memasuki perdagangan 

bebas yang menyeluruh (global). Negara Indonesia berusaha segiat-giatnya 

melaksanakan pembangunan di segala bidang untuk menghadapi perdagangan 

bebas tersebut. Agar Negara Indonesia bisa bersaing diperlukan terwujudnya 

pembangunan nasional yaitu terciptanya suatu masyarakat yang sejahtera 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Seiring dengan itu 

sangat dibutuhkan sekali dana anggaran yang besar dalam mewujudkan tujuan 

pembangunan tersebut. 

Untuk mencapai pembangunan ini maka pemerintah berusaha 

meningkatkan penerimaan, khusunya penenrimaan dari sektor pajak. Pajak 

merupakan salah satu sektor penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) terbesar setelah sektor Migas di Indonesia. Hal ini sesuai dengan 

kebijaksanaan pemerintah yang menginginkan pembangunan nasional yang harus 

dibiayai dari sumber dana yang berasal dari masyarakat sendiri sebagai upaya 

untuk mengurangi tingkat ketergantungan pinjaman dari luar negeri dan 

meningkatkan kemandirian Negara. 
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Sejak dilakukannya reformasi perpajakan pada tahun 1983, maka sistem 

perpajakan yang sebelumnya adalah official assessment system yaitu suatu sistem 

pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk 

menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak menjadi self 

assessment system yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan 

wewenang kepada Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. 

Sistem perpajakan seperti ini memberikan kepercayaan bagi wajib pajak sendiri 

untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah 

pajak sebenarnya terutang atau yang akan dibayar. Sesuai dengan sistem ini 

aparat pajak atau fiskus adalah memberikan pelayanan, pembinaan, pengawasan 

tergadap pembayaran pajak. 

Kewajiban pajak yang langsung dikenakan kepada wajib pajak yang 

mempunyai penghasilan disebut pajak penghasilan. Pajak penghasilan dikenakan 

terhadap orang pribadi dan badan yang memperoleh penghasilan berupa uang 

atau barang dalam jumlah tertentu, dan jumlah itu memenuhi syarat untuk 

dikenakan pajak. 

Pada kenyataan masih banyak wajib pajak yang tidak mau membayar 

angsuran Pajak Penghasilan pasal 25 Undang-undang No. 36 tahun 2008 

disebabkan karena kurang tahunya wajib pajak mengenai pengajuan 

pengangsuran dan penundaan angsuran pajak penghasilan dan apa saja yang 

diperlukan untuk melaksanakan angsuran tersebut. Bila wajib pajak yang 
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kesulitan keuangan tersebut tidak membuat permohonan penundaan pembayaran, 

maka mereka akan dikenakan sanksi sebesar 2% sebulan atas jumlah pajak yang 

tidak/kurang bayar atau terlambat. 

Dasar hukum tentang pengurangan angsuran PPh 25 mengacu pada 

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-537/PJ/2000 pada tanggal 29 

Desember Tahun 2000, tentang Perhitungan Besarnya Angsuran Pajak Dalam 

Tahun Berjalan Dalam Hal-Hal Tertentu. Kedua, berdasarkan Peraturan Direktur 

Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2009 tanggal 11 Febuari 2009 tentang 

Pengurangan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 Dalam Tahun 2009 Bagi 

Wajib Pajak yang mengalami perubahan keadaan usaha atau kegiatan usaha. 

Jika suatu tahun pajak telah berjalan setelah tiga bulan atau lebih, maka 

wajib pajak dapat menunjukkan bahwa pajak penghasilan yang akan terutang 

untuk tahun pajak yang disebutkan, kurang 75% dari pajak penghasilan yang 

terutang. Pajak tersebut nantinya menjadi dasar perhitungan jumlah PPh pasal 25. 

Di sini, wajib pajak bisa mengajukan permohonan pengurangan besar PPh Pasal 

25 melalui cara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Bangkinang. 

Pada KPP Pratama Bangkinang jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan 

Badan PPh pasal 25 mengalami tidak keseimbangan dari tahun ketahun sesuai 

gambar dalam tabel 1.1 berikut ini : 
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Tabel 1.1 

Jumlah Pertumbuhan Wajib Pajak OP dan Badan PPh Pasal 25  

Pada Tahun 2017-2019 

 

Jenis WP 

2017 2018 2019 

Jumlah 

WP 

Growth 

dari 

tahun 

lalu 

Jumlah 

WP 

Growth 

dari tahun 

lalu 

Jumlah 

WP 

Growth 

dari 

tahun lalu 

Badan 356 -6,81% 335 -5,90% 339 1,19% 

OP 199 25,16% 481 141,71% 192 -60,08% 

Total 555 2,59% 816 47,03% 531 -34,93% 

Sumber :Seksi PDI KPP Pratama Bangkinang 2020 

Tabel 1.1. Berdasarkan tabel diatas, dapat penulis jelaskan 

pertumbuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan Pajak Penghasilan Pasal 25 

sebagai berikut. Terutama pertumbuhan Wajib Pajak Badan Pajak Penghasilan 

Pasal 25 pada tahun 2017 sebanyak 356 Wajib Pajak dengan Growth dari tahun 

lalu -6,81%. Sedangkan pertumbuhan Wajib Pajak Badan Pajak Penghasilan 

Pasal 25 pada tahun 2018 mengalami penurunan dari tahun 2017, dari 356 Wajib 

Pajak pada tahun 2017 menjadi sebanyak 335 pada tahun 2018 dengan Growth 

dari tahun 2017 -6,81% menjadi -5,90% ditahun 2018. Selanjutnya, pertumbuhan 

Wajib Pajak Badan Pajak Penghasilan Pasal 25 pada tahun 2019 mengalami 

peningkatan dari tahun sebelumnya, peningkatan ini bisa dibilang kecil karena 

Wajib Pajak Badan pada tahun 2018 sebanyak 335 menjadi 339 Wajib Pajak 
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pada tahun 2019, hanya bertambah sebanyak 4 Wajib Pajak dengan Growth 

tahun lalu -5,90% naik menjadi 1,19%. Yang kedua, pertumbuhan Wajib Pajak 

Orang Pribadi Pajak Penghasilan Pasal 25 pada tahun 2017 sebanyak 199 Wajib 

Pajak dengan Growth dari tahun lalu 25,16%. Sedangkan pertumbuhan Wajib 

Pajak Orang Pribadi Pajak Penghasilan Pasal 25 pada tahun 2018 mengalami 

peningkatan dari tahun 2017, dari 199 menjadi sebanyak 481  pada tahun 2018 

dengan Growth dari tahun 2017 25,16% menjadi 141,71% di tahun 2018. 

Selanjutnya, pertumbuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pajak Penghasilan Pasal 

25 pada tahun 2019 mengalami penurunan ini bisa dibilang besar karena Wajib 

Pajak Orang Pribadi pada tahun 2018 sebanyak 481 menjadi 192 Wajib Pajak 

pada tahun 2019 dengan Growth tahun lau 141,71% turun menjadi -60,08%. Jadi, 

total dari Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada tahun 2017 sebesar 555 

dengan Growth tahun lalu 2,59%. Total dari Wajib Pajak Badan dan Orang 

Pribadi pada tahun 2018 sebesar 816 dengan Growth tahun lalu 47,03%. Total 

dari Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada tahun 2019 sebesar 531 dengan 

Growth tahun lalu -34,93%. 

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik ingin menyajikan tugas akhir 

ini dengan judul “PENGAJUAN PERMOHONAN PENGURANGAN 

ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DI KANTOR 

PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANGKINANG”. 
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1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mencoba 

merumuskan permasalahan yang dihadapi yaitu : 

1. Bagaimana tata cara Pengajuan Permohonan Pengurangan Angsuran Pajak 

Penghasilan Pasal 25 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang ? 

2. Apakah dasar yang digunakan dalam Permohonan Pengurangan Angsuran 

Pajak Penghasilan Pasal 25 ? 

 

1.3  Tujuan dan Manfaat Masalah 

1.3.1 Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah : 

1. Untuk mengetahui tata cara Pengajuan Permohonan Pengurangan 

Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Bangkinang. 

2. Untuk mengetahui dasar yang digunakan dalam Permohonan 

Pengurangan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25. 

1.3.2 Manfaat Penulisan 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas dapat 

diketahui bahwa di penelitian dilakukan dengan maksud untuk memperoleh 

data sebagai informasi yang diperlukan dalam serta mencari dasar teoritas 

yang dapat di dapat diperlukan dengan kenyataan yang sebenarnya.Penulis 
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juga dapat mempelajari tentang pengajuan permohonan pengurangan 

angsuran pembayaran pajak khususnya Pajak Penghasilan Pasal 25. 

 

1.4  Metode Penelitian 

1.4.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

Pratama Bangkinang, yang beralamat di Jl. Cut Nyak Dien No.4. Jadirejo, 

Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau 28121. 

1.4.2 Waktu Penelitian 

Penulisan ini mulai dilaksanakan pada bulan Maret sampai bulan Juli 

2020. 

1.4.3 Jenis Data 

Adapun jenis data yang digunakan dalam penulisan adalah sebagai 

berikut : 

1. Data Primer adalah data diperoleh dari pihak-pihak terkait di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang. 

2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui   

media perantara dalam bentuk buku, laporan, dokumen atau lainnya 
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1.4.4 Metode Pengumpulan Data 

Adapun Metode Pengumpulan Data adalah sebagai berikut : 

1. Wawancara(Interview) 

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan 

berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari 

wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari 

narasumber yang terpecaya. Terkait penelitian ini penulis melakukan 

wawancara secara online melalui aplikasi Google Form dengan  Account 

Receivable (A/R) yang bernama Ibu Vicky Mio selalu A/R Pajak KPP 

Pratama Bangkinang. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah cara yang dilakukan untuk menyediaan dokumen-

dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan 

sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan, wasiat, buku, 

undang-undang, dan sebagainya. Terkait penelitian ini penulis 

mendapatkan data-data seperti data pertumbuhan Wajib Pajak dan data 

penerimaan PPh Pasal 25 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Bangkinang. 
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1.5  Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan Tugas Akhir ini terdiri dari empat bab, yaitu : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuann penulisan dan manfaat penulisan, metode pengumpulan data, 

serta sistematika penulisan. 

BAB II : GAMBARAN UMUM TEMPAT PENULISAN 

Bab ini mengemukakan tentang sejarah singkat Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Bangkinang, visi dan misi, struktur organisasi dan 

uraian tugas. 

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK  

Pada bab ini penulis membahas tentang konsep-konsep dan teori-teori 

penunjungan yang berhubungan dengan masalah yang di teliti dan 

yang diambil dari beberapa referensi. 

BAB IV : PENUTUP 

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan 

dan saran-saran yang dikemukakan atas dasar penulisan yang telah 

dilakukan. 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 

BIOGRAFI PENULIS 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM INSTANSI 

2.1 Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang merupakan bagiaan atau 

wilayah kerja dari kantor wilayah II Direktorat Jenderal Pajak sumatra bagian 

tengah (KANWIL II DJP Sumbangteng). 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang berdiri pada tanggal 27 mei 

2008 yang wilayah kerjanya meliputi kabupaten Kampar dan kabupaten Rokan 

Hulu. Sebelumnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang ini bernama KP 

PBB Pekanbaru yang berdiri pada tahun 1961. Kemudian pada tanggal 29 

November 1965 kantor tersebut berubah nama menjadi Direktorat IPEDA atau 

Iuran Pembangunan Daerah. Berdasarkan surat keputusan 0141/M/VI/5/166, di 

bentuk di daerah Riau Kantor Perwakilan Direktorat IPEDA Pekanbaru yang 

diresmikan pada tanggal 31 Juni 1966. Bersama dengan ini dibentuk pula Kantor 

Luar (KDL) IPEDA Kampar dengan wilayah kerjanya Bangkinang. 

Dalam perjalanan KDL diubah nama dengan Kantor Iuran Pembangunan 

Daerah (KAPEDA). Berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan RI tanggal 

24 April 1976 \No. KEP 1945/MK/5/II/1976, maka KAPEDA berubah nama 

menjadi sebuah kantor Inpeksi PBB Pekanbaru, di resmikan pada tanggal 28 

April 1977. 
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Perkembangan terakhir adalah berubahnya Kantor Inpeksi PBB  menjadi 

Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan mulai tanggal 1 April 1989. Dan 

barulah sekarang berubah menjadi nama Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Bangkinang dan berada dibawah peengawasan Kantor Wilayah Riau dan 

Kepulauan Riau. 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 69/PMK.DI/2008 

tentang organisasi dan tata laksana Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. 

Dahulu wilayah Kampar dan Rohul juga termasuk wilayah Tampan, namun 

tanggal 9 Mei 1981 Kampar dan Rokan Hulu sudah termasuk wilayah Kantor 

Pajak Pratama Bangkinang. 

 

2.2 Visi Dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang 

a. Visi  

Menjadi Institusi Pemerintah yang menyelenggarakan system perpajakan 

modern yang Efektif, Efisien, dan dipercaya Masyarakat dengan Integrasi dan 

profesional yang tinggi. 

b. Misi  

Menghimpun penerimaan pajak Negara berdasarkan Undang-undang 

Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara melalui system Administrasi Perpajakan 

yang efektif dan efisien 
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2.3 Struktur Organisasi KPP Pratama Bangkinang  
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2.4 Uraian Tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang 

1. Kepala Kantor 

Memimpin pekerjaan secara keseluruhan disemua bidang memberikan 

motovasi, kebijaksanaan, pembinaan, pengawasan pada semua seksi agar 

terjadinya kerja sama yang baik dan tercapainya tujuan kerja. 

2. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal. 

Mengkoordinasikan tugas pelayanan kesekretarian dengan cara mengatur 

kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan serta rumah tangga dan 

perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas Kantor Pelayanan Pajak. 

3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI). 

Melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengola data, penyajian informasi 

perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerima 

perpajakan, pengolakasian Pajak Bumi dan Bangunan dan perolehan Hak 

atas Bumi dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis computer, 

pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filling, pelaksanaan i-SISMIOP dan 

SIG, serta penyiapan laporan kinerja. 

4. Seksi Pelayanan. 

Mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum 

perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerima 

dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, 

penyuluhan perpajakan, pelaksanaan regristasi wajib pajak, serta 

melakukan kerjasama perpajakan. 
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5. Seksi Penagihan. 

Menerbitkan surat tagihan (STP) bunga penagihan pajak, menerbitkan surat 

teguran (ST), menerbitkan Surat Paksa (SP), menerbitkan Surat Perintah 

Melakukan Penyitaan (apabila wp hendak berbuat meninggalkan indonesia 

untuk selama lamanya, membuat laporan bulanan mengenai perkembangan 

tunggakan). 

6. Seksi Pemeriksaan. 

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, 

pengawasan pelaksana aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran 

surat perintah pemeriksaan pajak, serta administrasi perpajakan lainnya. 

7.  Seksi Ekstensifikasi. 

Membantu tugas kepala kantor mengkoordinasi pelaksanaan dan 

penatausahaan pengamatan potensi perpajakan seperti pemrosesan dan 

penata usahaan dokumen masuk di seksi ekstensifikasi, pendaftaran objek 

pajak baru dengan penelitian kantor dan penelitian lapangan, penerbitan 

surat himbauan ber-NPWP, pencarian data dari pihak ketiga dalam rangka 

pemuktahiran Bank dan Perpajakan, pencarian data potensi perpajakan, 

pelaksanaan penilaian individual objek pajak. 

8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi. 

Mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan 

wajib pajak, bimbingan/himbauan kepada wajib pajak dan kosultasi teknis 

perpajakan, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, 
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melakukan rekonsilasi data wajib pajak dalam melakukan instensifikasi, 

dan melakukan evaluasi hasil banding, seksi pengawasan dan konsultasi I 

mengawasi seluruh wajib pajak wilayah kampar, dan seksi pengawasan dan 

konsultasi II mengawasi seluruh wajib pajak wilayah Rokan Hulu. 

9. Fungsional. 

Pejabat fungsional terdiri atas Pejabat Fungsional Pemeriksaan dan Pejabat 

Fungsional Penilai PBB yang bertanggung jawab secara langsung kepada 

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang.Dalam melaksanakan 

pekerjaannya, Pejabat Fungsional Pemeriksa berkoordinasi dengan seksi 

pemeriksaan sedangkan Pejabat Fungsional Penilai PBB berkoordinasi 

dengan seksi ekstensifikasi. 
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian Pengajuan Permohonan Pengurangan 

Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

Pratama Bangkinang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dalam mengajukan permohonan pengurangan PPh Pasal 25, Wajib Pajak 

harus memenuhi persyaratan formal dan material sesuai ketentuan yang 

berlaku. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan PPh 

Pasal 25 apabila dapat menunjukkan bahwa Pajak Penghasilan yang akan 

terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75% dan pajak 

penghasilan terutang menjadi dasar perhitungan besarnya Pajak 

Penghasilan Pasal 25. 

2. Wajib Pajak yang dapat mengajukan Permohonan Pengurangan PPh 

Pasal 25 apabila sudah 3 bulan atau lebih berjalannya suatu tahun pajak, 

Wajib Pajak dapat mengajukan Permohonan Pengurangan besarnya 

Pajak Penghasilan Pasal 25 secara tertulis kepada Kepala Kantor 

Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. 

 

4.2 Saran 

Berdasarkan permasalahan yang timbul dalam pengajuan permohonan 

pengurangan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 di KPP Pratama Bangkinang 
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maka selanjutnya penulis mencoba menyampaikan saran-saran yang mungkin 

bermanfaat dalam pengajuan permohonan pengurangan angsuran PPh Pasal 25, 

adapun saran tersebut sebagai berikut : 

1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkinang agar dapat lebih 

meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada Wajib Pajak mengenai 

kewajiabnnya perpajakan terutama dalam hal bagaimana mengajukan 

permohonan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 agar Wajib Pajak paham 

bagaimana proses pengurangan angsuran PPh Pasal 25. 

2. Direktorat Jendral Pajak disarankan untuk menyempurnakan Keputusan 

Dirjen Pajak Nomor KEP-537/PJ/200 tentnag Perhitungan Besarnya 

Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan Dalam Hal-hal Tertentu supaya lebih 

rinci dalam menyebutkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi 

dalam mengajukan permohonan pengurangan PPh Pasal 25 seperti rincian 

penjualan, rincian beban, dan data-data pendukung lainnya yang dapat 

memperkuat proyeksi laporan keuangan yang disampaikan oleh Wajib Pajak. 

3. Supaya tidak merugikan Wajib Pajak disarankan agar presepsi mengenai 

jangka waktu yang tepat dalam pembuatan proyeksi keuangan sebagai syarat 

pengajuan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 perlu disamakan sehingga 

tidak berbenturan dengan masalah target penerimaan KPP. 
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Nama  : Rezky Apriza Putri 

NPM/MIN : 01770623517 

Prodi   : D3 Administrasi Perpajakan 

Asal Univ : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  

Adapun pertanyaan untuk wawancara adalah sebagai berikut : 

1. Apakah dasar yang digunakan dalam Permohonan Pengurangan Angsuran Pajak 

Penghasilan pasal 25 untuk WP? 

2. Apakah ada kendala dalam menerima permohonan dari WP untuk pengajuan angsuran 

PPh Pasal 25?? Dan apa upaya untuk mentangani kendala tersebut? 

3. Bagaimana tata cara pelaksanaan Pengurangan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 

Orang Pribadi dan Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang? 
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